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ABSTRAK
Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah) Oleh: Sapna
Sasmita, NIM: 1811150005.
Pembimbing 1: Dr. Imam Mahdi, SH., MH dan Pembimbing II: Drs. H.
Tasri, MA.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana
kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen
UUD 1945. (2) dan Bagaimana kedudukan MPR pasca amandemen UUD
1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan
tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian dengan jenis
penelitian pustaka (research library) dengan pendekatan penelitian
doktrinal atau juga sering disebut normatif. Adapun Teknik pengumpulan
data diperoleh melalui sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil
penelitian ditemukan bahwa (1) kedudukan MPR sebelum amandemen
adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga
negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Pasal yang mengatur
MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun.
Sedangkan kedudukan MPR sebelum amendemen yaitu MPR merupakan
lembaga negara tertinggi, setelah MPR diamandemenkan maka kedudukan
MPR sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Berdasarkan (2) pandangan
Siyasah Dusturiyah Kedudukan MPR dapat dikatakan baik apabila
memenuhi prinsip kedudukan manusia dibumi, prinsip kekuasaan sebagai
amanah, prinsip mamahami tugas sebagai kedaulatan rakyat. Tidak boleh
bagi seorang muslim maupun nonmuslim melanggar peraturan negara
terkait menjalankan kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Trias Politika, Lembaga-Lembaga Negara, Sistem
Pemerintahan, Siyasah Dusturiyah.



ABSTRACT
The Position of the MPR in the Indonesian Government System After
the Amendment of the 1945 Constitution (Siyasah Duturiyah
Perspective). By: Sapna Sasmita, NIM: 1811150005.
Advisor 1: Dr. Imam Mahdi, SH., MH and Advisor I1: Drs. H. Tasri, MA.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) What is the
position of the MPR in the Indonesian government system after the 1945
amendments to the 1945 Constitution. (2) and what is the position of the
MPR after the amendment of the 1945 Constitution according to the
perspective of siyasa dusturiyah. To reveal this problem, the researcher
uses a research methodology with the type of library research with a
doctrinal research approach or also often called normative. The data
collection techniques were obtained through primary, secondary and
tertiary data sources. From the results of the study it was found (1) that
the position of the MPR before the amendment was the People's
Consultative Assembly (MPR) is one of the state institutions whose
members consist of the DPR and DPD. The articles governing the MPR
are Article 2 and Article 3 of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia. The term of office for members of the MPR is 5 years. While the
position of the MPR before the amendment was that the MPR was the
highest state institution, after the MPR was amended, the position of the
MPR was the same as other institutions. Based (2) on Siyasah Duturiyah's
view, the position of the MPR can be said to be good if it complies with the
principle of human position on earth, the principle of power as a mandate,
the principle of understanding the task as people's sovereignty. It is not
permissible for a Muslim or a non-Muslim to violate state regulations
related to carrying out his position as MPR or people's sovereignty.

Keywords: Trias Politica, State Institutions, Government System, Siyasah
Dusturiyah.
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BABI
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Isu-isu penting yang menjadi topik pembahasan dalam
pembentukan  Undang-Undang yang berkaitan dengan
Prespektif Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang
perundang-undangan tersebut antara lain adalah mengenai
kedudukan MPR dan Bagaimana kedudukan MPR dalam
struktur parlemen RI sesudah Perubahan Undang-Undang
Dasar tahun 1945 dan bagaimana kedudukan MPR dalam
pengaturan mengenai struktur parlemen RI di masa mendatang.
Pimpinan MPR diatur dalam pasal 14 hingga pasal 18. Dalam
Pasal 14 ayat (1) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur
sebagai: "pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang
berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri
atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2
(dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang
ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR, Peraturan Tata Tertib
MPR RI (keputusan MPR RI Nomor 13/ MPR/ 2004 tentang
Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI).1

Salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 1 Ayat 2

! pasal 7 Ayat (1) UU NO.22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD diatur: “Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan tiga orang wakil
ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR
dalam Sidang Paripurna MPR.” Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Susunan
Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.4 Oktober-Desember 2009.

13
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Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa MPR
tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi
menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut
menyebabkan wewenang MPR menjadi sangat berkurang, sebab
lembaga ini tidak lagi berhak mengangkat presiden dan wakil
presiden karena sudah dipilih langsung. MPR juga tidak berhak
memecat langsung presiden dan wakil presiden, karena harus
ada usulan dari DPR setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa,
mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan atau wakil
presiden bersalah.? Amandemen Undang-Undang Dasar tahun
1945 membawa beberapa perubahan terhadap kedudukan MPR,
Yaitu:

Pertama, pergeseran kedudukan MPR dari lembaga
tertinggi menjadi lembaga tinggi Negara. Sebelum amandemen
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 MPR merupakan
penyelenggara kedaulatan rakyat; dalam arti kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, bahkan
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan
bahwa MPR ialah penyelenggara Negara yang tertinggi. MPR
dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedulatan

rakyat.

2 Sekretariat Jendral MPR RI, Buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun
1945 (J1. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270) h. 115-116.
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Kedua, perubahan tentang keanggotaan MPR. Sebelum
Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen keanggotaan
MPR terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah dengan utusan
daerah, dan utusan golongan. Namun, setelah amandemen
Undang-Undang Dasar tahun 1945 keanggotaan MPR terdiri
dari suatu anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)).
Ketentuan tersebut sebenarnya ingin menjadikan lembaga
perwakilan menjadi bicameral (dua kamar), seperti halnya di
Amerika Serikat, di mana senat sebagai perwakilan Negara
bagian dan house of representative sebagai perwakilan dari
masyarakat.

Ketiga, perubahan tentang kewenangan MPR. Sebelum
amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 MPR,
mempunyai wewenang memilih presiden dan/atau wakil
Presiden dan/atau wakil presiden; melakukan siding istimewa
untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
dalam masa jabatannya jika presiden dan/atau wakil presiden
melanggar konstitusi, dan mengubah Undang-Undang Dasar
tahun. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar
tahun 1945 wewenang MPR meliputi mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar; melantik presiden
dan/atau wakil presiden; memberhentikan presiden dan/atau
wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1), (2), (3). 3

% Penjelasan pasal 1 UUD 1945 sebelum amandemen.
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Sebelum Amandemen (dalam naskah asli UUD 1945) kekuasaan
membentuk Undang-Undang ada pada presiden dan DPR
memberikan persetujuannya. Berdsarkan bunyi Pasal tersebut
Hamid Attamimi berpendapat, kekuasaan membentuk Undang-
Undang (legislative power) ada pada presiden bukan ada pada
DPR.4 Ketentuan dalam naskah asli UUD 1945 membingungkan
dan mengandung anomaly. Selain anomaly dalam praktek
ketatanegaraan, terutama pada masa pemerintahan presiden
Soeharto, ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan.
Pertama, kekuasaan presiden menjadi begitu kuat, termasuk
menentukan isi dari suatu Undang-Undang. Kedua, ketentuan ini
sangat mengendurkan kemauan DPR untuk menggunakan hak
inisiatif mengajukan rancangan Undang-Undang. Ketiga, seolah-
olah setiap rancangan Undang-Undang harus disetujui oleh
DPR.5

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyempurnakan aturan dasar
mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang
tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pelaksanaan
kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi masyarakat agar

sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,

* Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta: Disertai-Universitas Indonesia, 1990),
h.146.

®Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, h.23.
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Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara
demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian
kekuasaan yang lebih tegas, system saling mengawasi dan saling
menyimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan
transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang
baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa
dan tantangan zaman, kemudian menyempurnakan aturan
dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai
dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan
bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus
mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang
akan datang.

Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga
perwakilan rakyat, karena susunan anggota MPR saat ini terdiri
atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika
dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusywaratan Rakyat
maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen.
Adapun dengan masih adanya kewenangan membuat Undang-
Undang Dasar dan memberhentikan presiden, maka MPR
dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan. Representasi
kepentingan rakyat secara nasional dalam lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui partai politik dan

® Sekretariat Jenderal MPR RI, buku panduan pemasyarakatan Undang-undang
dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR RI edisi revisi (JI.
Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270), h. 12-13



18

representasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga
perwakilan rakyat didaerah.

Tujuan pembentukan MPR RI Nomor I/MPR/2003
tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan
majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan
majelis permusyarawatan rakyat republik Indonesia Tahun 1960
sampai dengan tahun 2002 adalah meninjau dan menentukan
hasil-hasil yang berhubungan dengan materi dan status hukum
setiap ketetapan MPR. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk
menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi
dengan berlakunya seluruh system  pemerintahan negara
berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan
MPR.”

Satu-satunya wewenang lama yang masih melekat pada
MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
tahun 1945, Gagasan mengurangi wewenang MPR
mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi menjadi satu-satunya
lembaga yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap
lembaga yang mengemban tugas politik dan pemerintahan
adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan bertanggungjawab
kepada rakyat. Kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

” Sekretariat Jenderal MPR RI, buku panduan pemasyarakatan..., h. 227.
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Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan, tugas dan wewenang
sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (2), Pasal 2 ayat (I), Pasal
3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7B ayat (6), Pasal 8 dan Pasal 37
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD (UUMD3 Kedudukan MPR adalah Lembaga
permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga
negara. MPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3). Adapun tugas dan
wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar, melantik Presiden dan wakil Presiden,
memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan mahkamah
konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden,
melantik wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden
mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat
melaksanakan kewajibanya dalam masa jabatannya.®

Secara kedudukan, maka MPR telah sama dengan lembaga
negara yang lain. Tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara dan
lembaga tinggi Negara. Sehingga dalam sistem Ketatanegaraan
tidak ada lagi lembaga Negara yang lebih tinggi dari yang lain.
MPR tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena

MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi

8 Sekretariat Jenderal MPR RI, Buku Panduan Pemasyarakatan..., h. 217.
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MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan
rakyat. Karena susunan anggota MPR yang ada dalam Undang-
Undang Dasar 1945 menurut Pasal 2 Undang-Undang Dasar tahun
1945  setelah  Perubahan Keempat adalah: “Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiriatas anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang”.?

Mengenai MPR sebagai kamar tersendiri dalam struktur
parlemen RI,maka MPR memiliki kewenangan yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar, dan diantara kewenangan tersebut hanya
satu yang bersifat rutin yang dilaksanakan 5 tahun sekali (kecuali
ada hal-hal khusus), yaitu melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Sifat pekerjaan MPR yang tidak rutin menyebabkan
MPR tidak perlu memiliki struktur pimpinan yang berbeda
dengan DPRdan DPD. Akan tetapijabatan-jabatan pimpinanyang
berbeda-beda dalam 3 lembaga negara yang berbeda sangat
didukung oleh partai-partai politik di DPR, karena merupakan
lahan distribusi kekuasaan yang menguntungkan. Pada masa
MPRS dan DPR-GR Orde Baru, terjadi 1 kali perbedaan antara
pimpinan MPRS dan DPR-GR, akan tetapi parlemen setelah
pemilihan umum kembali diatur bahwa pimpinan MPR
merangkap pimpinan DPR. Terdapat kesan yang dibuat bahwa

MPR setelah amandemen hanya disisakan sedikit saja wewenang

% Sekretariat Jendral MPR RI, Buku UUD..., h. 134.



21

menjalankan kedaulatan rakyat karena dibagi rata dengan
lembaga-lembaga lain, hal itu tentu saja rentan memunculkan
disharmoni dan wewenang yang tumpang tindih. DPR, DPD, dan
MPR, merupakan lembaga yang berdiri sendiri karena memenubhi
kriteria sebagai sebuah kamar, yaitu memiliki fungsi sesuai
dengan kedudukannya sebagai parlemen (repsentative assemblies
dan deliberative assemblies), memiliki anggota tersendiri yang
merupakan wakil dari pemilih dengan kategori tertentu dalam
pemilihan umum, dan memiliki struktur kelembagaan tersendiri
dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam lembaga
tersebut. Dalam hukum islam Perundang-Undangan termasuk ke
dalam Siyasah Dusturiyah yang salah satunya bagian dari Figh
Siyasah. Secara terminologis, figh adalah pengetahuan tentang
hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili
(terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum serta mengatur
keadaan). 10

Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan
(mashalih) umat manusia sesuai dengan syara’ menurut pendapat
suyuthi pulungan,1995: 25 demi terciptanya kemaslahatan.
Kemaslahatan dalam istilah ushul figh adalah al-maslahah yang
sama dengan kata al-manfa’ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-

mashalih. Siyasah diartikan lagi dengan politik sebagaimana

YAisyah Aminy, Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004, (Jakarta: Yayasan
Pancur Siwah bekerja sama dengan PP Wanita Islam, 2004) h. 203-227.
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uraian ayat-ayat alquran tentang politik secara sepintas dapat
ditemukan padaayat-ayatyangberakar kata hukum.

Figh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara
spesifik yang membahas tentang seluk beluk pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan
oleh pemegang kekuasaan yang bernapasakan atau sejalan
dengan ajaran islam,guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia danmenghindarkannya dari berbagai dari kemudoratan
yang mungkin timbul dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,bernegara yang dijalaninya.!!.

Bagian dari Figh Siyasah salah-satunya ialah: Siyasah
Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal dalam kajian
pemikiran politik islam dan disiplin yang serumpun. Selain itu
jugadikenal denganistilah sederhana oleh masyarakatakademisa
sebagai politik islam. Biasanya di Indonesia disiplin ilmu tentang
ini selalu di jadikan paradigma ilmu perbandingan denga ilmu
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika semangat prinsip
nilai-nilai islam dan semangat asas-asas hukum positif yang
berlaku di Indonesia sejalan, maka secara otomotasi pula ruh
perundang-undangan di Indonesia mempunyai kompatibilitas

dengansemangatyang dicita-citakan dalam Islam.12,

1 Abu Al-fadhl Ad-din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisan Al-Arab,
Bairut: Dar Shadir, 1386/1968,h. 522; Lois Ma’ruf, Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-4 'tam,
Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986, h.591

12 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, llmu Hukum dalam simpul Siyasah
Disturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) h. 4.
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Siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang .
dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan
untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan
hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat
dikategorikan sebagai tasyri’ karena secara definitive,tasyri’
adalah kata yang diambil dari lafazh syariah yang artinya jalan
yanglurus.13

Siyasah Dusturiyah bagian Figh Siyasah . yang membahas .
masalah perundang-undangan mnegara, didalamnya juga
membahas konsep-konsep konstitusi, lagislasi, lembaga
demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dan hubungan
symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang
wajibdilindungi.4

Darilatar belakang yang penulis buat maka penulis tertarik
untuk meneliti tentang latar belakang tersebut dengan tema
"KEDUDUKAN MPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (PERSPEKTIF
SIYASAHDUSTURIYAH)."

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang di atas, maka dapat rumusan masalah
yang penulis telitiialah:

1. Bagaimana kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan

Indonesia pascaamandemen UUD1945?

3 prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah
Dusturiyah), (Bandung 40253), h.2

T M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar‘ivah, (Yogyakarta: Madah,
t.tp.),h.8
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2. Bagaimana kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945
menurut perspektif siyasah dusturiyah?
C. TujuanPenelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan
penelitian yang penulis teliti ialah:
1. Untuk mengetahui kedudukan MPR dalam sistem
pemerintahan Indonesia pascaamandemen UUD 1945, dan
2. Untuk mengetahui kedudukan MPR pasca amandemen UUD
1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah.
D.Kegunaan Penelitian
Adapun dengan diadakan penelitian tentang Kedudukan
MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah), diharapkan bisa
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi
semua pihak.
1. Teoritis
Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan
wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai permasalahan
yang dikaji. Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas
penelitian-penelitian terdahulu mengenai masalah yang
berkaitan dengan objek penelitian.
2. Praktis
Bagi pembaca dan masyarakat dapat memberikan

konstribusi pemahaman tentang Kedudukan MPR Dalam
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Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca. Amandemen UUD 1945
(Perspektif Siyasah Dustiriyah).
E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang diajukan ini adalah sebuah penelitian yang
akan meninjau Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945
(Perspektif siyasah dusturiyah). Keaslian penelitian akan
diungkap berdasarkan pembahasan beberapa penelitian
terdahulu yang akan dapat membedakan penelitian yang peneliti
temukan di perpustakaan. maka penulis melakukan penelusuran
melalui internet, adapun hasil penelusuran tersebut penulis
menemukan beberapa penelitian yang hampir mendekati
kesamaan..

Berdasarkan penelusuran data base penelitian melakukan
search engine google dan Yahoo tidak ditemukan penelitian
dengan judul yang sama. Didapatkan beberapa penelitian dengan
salah satu variabel yang sama, penelitian-penelitian tersebut di
antaranya:

1. Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh Azwizarmi
denganjudul “Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Dalam
Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945. 15 Persamaan penelitian ini adalah sama-sama

meneliti kedudukan MPR dalam kelembagaan Indonesia

% Azwizarmi, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Mpr Dalam Sistem
Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Tesis : Program Studi
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006), pada hari Jumat, 4
Februari 2022, Jam 13.12 WIB.
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UUD 1945. Sedangkan perbedaannya penulis meneliti tentang
kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif
Siyasah Dusturiyah.

2. Fatmawati, dengan judul "Mengenai Kedudukan MPR sesudah
perubahan UUD 1945". penelitian ini menunjukkan adanya
gambaran kedudukan MPR sesudah perubahan UUD 1945.
Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti
kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945. Sedangkan
perbedaannya adalah variabel penelitiannya, dimana ada
penelitian terdahulu variabel penelitiannya adalah kedudukan
MPR sesudah perubahan UUD 1945, sedangkn penulis
meneliti tentang kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD
1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

3. Skripsi karya Febriansyah, jurusan ilmu hukum, tema yang
diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis
Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI) sesudah amandemen keempat
UUD 1945. tentang latar belakang sebab akibat diubahnya
kewenangan Majelis Permusyawaratan rakyat dalam UUD
1945 ditinjau dari beberapa perbandingan hukum.1¢
Persamaanya ialah sama-sama meneliti tentang amandemen
UUD 1945 sedangkan perbedaannya ialah penulis meneliti
tentang Perspektif Siyasah Dusturiyah.

®Febriansyah, Analisis Yuridis Terhadap Wewenang MPR RI sesudah
amandemen keempat UUD 1945, (Riau: t.p, 2012), h. 5



27

4. Muslih Hamdi, dengan judul tesis Pergeseran Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasakan UUD NRI 1945.
Penulis adalah mahasiswa program Magister Imu Hukum
Universitas ~Muhammadiyah  Surakarta yang telah
mempertanggungjawabkan tesis tersebut pada tahun 2011.
Persamaannya ialah sama-sama membahas tentng pergeseran
kedudukan MPR. Perbedaannya ialah penulis sedikit fokus ke
Siyasah Dusturiyah.

5. Hardjono (2009), dalam buku Legitimasi Perubahan
Konstitusi. Hasil penelitian yang dicapai dalam buku tersebut
adalah hasil perubahan konstitusi melalui amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki legitimasi yang kurang
mendasar secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan
tentang sistem ketatanegaraan dan kedudukan MPR sesudah
amandemen, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah
penelitian tentang kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan
Indonesia pasca amandemen UUD 1945 (Perspektif siyasah
dusturiyah).

Metode Penelitian

Metodelogi Penelitian merupakan tata cara bagaimana
suatu penelitian itu dilaksanakan. Dibawah ini penulis
menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis.dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
Research Library yaitu penelitian yang bersifat pustaka.
penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian
yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi
dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti
buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan.
merupakan penelitian doktrinal atau sering juga disebut
normatif, yang merupakan studi terhadap hukum yang
dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang
dianutsang pengkonsep danatau pengembangnya.l”

2. Sumber dan Taknik Pengumpulan Data
a. Sumber Data primer, bahan hukum yang mengikat,yakni:.
1) UUD 1945 hasilamandemen,
2) Perundang-undangan lain yang terkait dengan
pengaturanlembaganegara.
3) Buku-buku Siyasah Dusturiyah Karya Ali Akhbar Abaib
Mas Rabbani Lubis dan H.A Djazuli.
b. Sumber Data sekunder, menjelaskan bahan hukum primer,
seperti RUU, karya akademik dan ilmiah dari kalangan
hukum dan hasil penelitian terkait.

¢. Sumber Data tersier, terdiri dari bahan penunjang, yakni:

7" Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya,. (Jakarta, 2002), h. 147
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1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus, ensiklopedidanlain-lain.

2) Bahan-bahan primer, sekunder, tersier yang bersifat
penunjang di luar bidang hukum, seperti filsafat,
sosiologi, politik, ekonomi, budaya danlain-lain

3. Teknik.Analisis Data
Metode analisis data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis research library, karena
datanya berupa data research library maka dalam hal ini
penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan
dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode deduktif adalah metode
penalaran yang digunakan dalam science untuk mendapatkan
kesimpulan yang benar secara logika.18
G. Sistematika Penulisan
Proses penelitian sampai kepada hasil penenlitian akan
penulis sampaikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai
berikut:
Bab I, pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

8 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.
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Bab II, yang akan menguraikan tentang teori trias politica,
teori sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan
parlementer, teori siyasah dusturiyah, pengertian siyasah
dusturiyah, ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah, dan
sumber hukum siyasah.

Bab III, hasil penelitian dan pembahasan mengenai
kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar
tahun 1945, dan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
kedudukan MPR dalam sistem pemrintahan dalam perspektif
siyasah dusturiyah.

Bab 1V, penutup.yangberisitentang kesimpulandansaran.



BAB II
LANDASAN TEORI
A.Teori Trias Politica dan Teori Lembaga-Lembaga Negara

MPR bukan lagi sebagai lembaga “tertinggi” negara hal
ini berdasarkan pertimbangan bahwa, MPR bukan satu-satunya
lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, karena seusai
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan:
“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Disamping itu semua lembaga yang
mengemban tugas politik negara dan pemerintahan (tidak
termasuk lembaga kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan
Rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada
rakyat. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada MPR
tetapi langsung kepada rakyat.

Konsekuwensi dari MPR bukan lagi sebagai lembaga
tertinggi, maka tidak ada lagi ketetpan MPR yang dapat
dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan, pendapat
seperti ini sebenarnya telah lama disampaikan oleh Harun
Alrasyid bahwa Tap MPR tidak bisa dijadikan peraturan
perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat
regeling (pengaturan). Bagi Harun Alrasyid seharusnya
peraturan perundang-undangan yang langsung berada
dibawah UUD adalah UUD adalah UU. Ketetapan MPR boleh
saja ada, tetapi ia bukan peraturan perundang-undangan

(regeling) melainkan sebatas (beschikking). Pandangan tersebut

31
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kemudian diterima dan dimasukkan di dalam amandemen UUD
1945.

Perubahan lembaga MPR ini tidak sekligus menjadikan
sistem perwakilan dua kamar (bicameral/hanya mengarah)
seperti Amerika dan Inggris, karena di Indonesia cenderung
kepada tig kamar yaitu MPR, DPR, dan DPD, yang mempunyai
wewenang sendiri-sendiri. Karena di dalam konsep yang
dipakai bicameral bukan anggota yang menjadi unsur tetapi
lembaga seperti di Amerika yang dikatakan Congres Amerika
Adalah Senate dan House of refresentatives.”

Suatunegara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila
di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah
teritorial yang sah, yang mana didalamnya terdapat suatu
pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan
kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakatnya.?? Kekuasaan
yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah
merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan
kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang
atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili,
mengurus, danlainsebagainya) sesuatu. Dalam halini pemerintah
menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa
berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

* Imam Mahdi, Hukum Tatat Negara Indonesia (Perpustakaan Nasional,2011)h.
119-130

0 Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta:
Paradigma, 2010), h. 78
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telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang.?! kepada
pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan
pemerintahan. Pada saat menjalankan roda pemerintahan,
pemerintah memerlukansuatu“Sistem Pemerintahan”..
1. Lembaga-lembaga NegaraSebelum Amandemen UUD 1945
Sebelum amandemen UUd 1945 dikenal beberapa istilah
yang dapat digunakan untuk mendefinisikan lembaga atau
organ mnegara. Konstitusi RIS mneyebutkanya alat
perlengkapan federal. Yang terdiri dari presiden, menteri-
menteri, senat, DPR, MA, Dewan Pengawas Keuangan,.
Adapun UUDS dalam Pasal 44 menyebut alat perlengkapan
negara yang terdiri dari presiden, menteri-menteri, DPR, MA
dan DewanPengawasKeuangan..
Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen UUD
1945 menyebutkan satu lembaga tertinggi negara dan lima
lembagatingginegarasepertidalam gambardibawahini:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa
anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan
utusan daerah dan utusan golongan. Menurtu ketentuan
UU Nomor 16 Tahun 1969 kemudian dirubah dengan UU
No.5 Tahun 1975, yang dimaksud dengan utusan golongan
adalah:

1) Golongan politik yang dipilih. dalam pemilihan umum.

2! pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 604
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2) Golongan bukan karya ABRI Kalau diperhatikan
kelompok kedua ini sama dengan apa yang dimaksud
dengan golongan fungsional dari kelompok yang bukan
ABRIumpamanya, wartawan, cendekiawan, alim ulama
dansebagainya.

3) Golongankarya ABRI
Adapunwewenang MPRmenurut UUD 1945 adalah:

a) Pasal3, MPR menetapkan UUD dan GBHN
b) Pasal 6 ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden dipilih
oleh MPR dengan suaraterbanyak
c) Pasal37ayat (1), mengubah UUD.
b. Presiden
Presiden menurut Pasal 6 ayat (2) . presiden dipilih

oleh MPR dengan suara terbanyak, kemudian di Pasal 6

ayat (1) menyebut Presiden adalah orang islam asli. Untuk

pertama kali pemilihan Presiden belum bisa melaksanakan
amanat Pasal 6 ayat (2) tersebut mengingat MPR belum
dibentuk, wuntuk itu Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) memilih Air. Soekarno dan Drs.

Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan

Wakil Presiden, halini dimungkinkan, karenadiaturdalam

Pasal lll aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan

“untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden . dipilih

oleh PPKI”



35

Adapun kekuasaan presiden menurut UUD 1945
dapatdibagidalam tigahalyaitu:
1) KekuasaanPresiden dalam bidangeksekutif
2) Kekuasaan Presidendalam bidanglegislatif
3) KekuasaanPresidensebagaiKepalaNegara

Adapun . Presiden dibidang eksekutif diatur pada
Pasal 4 ayat (1). Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yaitu memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan menetapkan
peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU
sebagaimana mestinya. Kekuasaan Presiden dalam bidang
legislatif merupakan partner dari DPR yang artinya
Presiden bekerja sama dengan DPR dalam tuga-tugas
legislatif yaitu dalam membuat Undang-Undang dan
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ketentuan Presiden mempunyai wewenang dalam bidang
legislatif seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
dengan persetujuan DPR, Pasal 20 ayat (1) tiap-tiap
Undang-Undang menggunakan persetujuan DPR dan
Pasal 21 ayat (1) anggota-anggota DPR berhak mengajukan
rancanganUndang-Undang.

Sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara, diatur
dalam Pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi terhadap
TNI, Pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian dengan negara lain dengan persetjuan. DPR,
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Pasal 12 menyatakan dalam keadaan bahaya, Pasal 13
mengangkat dan menerima duta dan konsul, Pasal 14
memberigrasi,amnesti, abolisi danrehabilitasi danPasal 15
memberigelar, tndajasa danlain-lain.
. DewanPerwakilan Rakyat

Susunan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 (Pasal 19) berdasarkan beberapa
ketentuan UU tentang DPR, bahwa keanggotaan DPR
dipilih oleh rakyat memlalui pemilihan umum dan dengan
penunjukan pengangkatan, anggota DPR yang diangkat
tersebut terdiri dari golongan karya angkatan bersenjata
dangolongan karya bukanangkatan bersenjata. Tugas DPR
dapat baca dalam UUD 1945 terutama Pasal-Pasal yakni:
Pasal 20 ayat (1), 20 ayat.(2), 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 23 ayat
(1),(2),(3)dan(4). Adapun wewenang DPR yaitu:
1) Hakbertanya

2) Hakinterplasi

3) Hakangket

4) Hakinisiatif

5) Hakbudget

6) Hakamandemen
. Mahkamah Agung

Pasal 16 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa
susunan DPA ditetapkan dengan Undang-Undang, ayat (2)

menyatakan DPA berkewajiban memberi jawaban atas



37

pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada
pemerintah. Pada era orde lama keanggotaan DPA terdiri
dari wakil dari golongan politik, wakil dari.golongan karya
dan wakil pemuka-pemuka daerah, sedangkan yang
menjadi ketuanya Presiden Soekarno sendiri. Kemudian di
era orde baru dikeluarkanlah UU Nomor 4 Tahun 1978
susunan anggota DPA terdiri dari: tokoh-tokoh politik,
tokoh-tokoh karya, tokoh daerah dan tokoh nasional.
Didalam UU tersebut dijelaskan pula bahwa anggota DPA
tidak boleh dirangkap oleh:

1) Presiden

2) Wakil presiden

3

Menteri.

4) Jaksa. Agung

6
7) Anggota DPR
8) Pimpinan MPR

)
)
)

5) Ketua/Hakim Agung
) Ketua/ anggota danPemeriksa Keuangan
)
)
)

9) Jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut
peraturan Perundang-undangan.

MA mempunyai hak menguji formil untuk menilai
sesuatu peraturan perundang-undangan (dibawah UU) itu
dibuat sebagaimana mestinya menurut UUD 1945,
sedangkan hak menguji materil hak dari MA untuk

menentukan apakah suatu peraturan perundang-
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undanganyang dibuat.oleh suatulembaganegaraituisinya
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan
yang lebih tinggi, dengan alasan formil dan materil tidak
dipenuhi, maka MA berhak menyatakan suatu peraturan
perundang-undangan itu tidak sah dan batal. Mahkamah
Agung membawahi4 (empat) peradilandilndonesia, yaitu:
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan TataUsaha Negara.
e. Badan Pemeriksaan Keuangan

Diatur Pasal 23 ayat (5), BPK pertama kali berdiri 1
januari 1947 berdasarkan penetapan pemerintah No.
11/UM Tahun 1946. Didalam prakteknya lembaga ini
kedudukannya dibawah Presiden seperti pada era orde
lama dan hal ini juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 23
ayat(5) UUD 1945, sebaliknya badan itu bukan suatu badan
yang berdiri diatas pemerintah. Sebagai negara yang
menganut paham negara hukum (penjelasan UUD 1945),
maka MA mempunyai kedudukan yang sangat strategis,
untuk menegakkan hukum melalui peradilan yang ada
dibawahnya, baik dalam hal pengawasan putusan maupun

dalam memberikan keadilan terakhir kepadamasyarakat.

2. LembagaNegaraSetelah Amandemen UUD 1945

Dari segi kelembagaannya, menurut UUD NRI Tahun
1945 Pasca Perubahan keempat (tahun 2004) terdapat delapan

buahorgannegarayaitu:
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a. DewanPerwakilan Rakyat

b. DewanPerwakilan Daerah

c. MajelisPermusyawarata Rakyat
d. Badan Pemeriksa Keuangan

Presiden dan Wakil Presiden.

®

lma)

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi, dan

> o

. Komisi Yudisial
Di samping itu terdapat pula lembaga yang diatur
kewenangannya dalam UUD NKRI Tahun 1945, yaitu: 1).
Tentara Nasional Indonesia, 2). Kepolisian . Negara RI, 3).
Pemerintah Daerah dan, 4). Partai Politik. Disamping itu ada
juga lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut
fungsinyayaituBank Central.
B. Teori Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan
Parlementer
Sistem pemerintahan merupakan gabunngan dari 2 (dua)
istilah yaitu “Sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem adalah suatu
keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun
hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu
menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang
akibatnya juka salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan
mempengaruhi  keseluruhannya  itu.  Sementara  itu

pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang
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dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatdankepentingannegarasendiri.

Pada sistem ini kedudukan eksekutif lemah terhadap
parlemen, karena eksekutif bertanggung jawab kepada
parlemen. Pada sistem ini kedudukan eksekutif tidak sejalan
dengan keinginan parlemen (dewan perwakilan), maka
parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya pemerintahan
dengansistemini, badan eksekutif yang melaksanakan kebijakan
pemerintahan yang terdiri dari menteri-menteri yang dikepalai
oleh seorang perdana menteri, menteri-menteri tersebut
dinamakan dewan menteritau kabinet. Kepala Negara tidak bisa
dimintai  pertanggung jawaban dalam  pelaksanaan
pemerintahan. Sistem parlementer ini bersal dari bhasa inggris,
kemudian banyak dianut oleh negara-negara lain dengan
beberapa modifikasi disesuaikan dengan kondisi kongkrit negra
bersangkutan. 22,

Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya
menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi
legislatif dan yudikatif.?? Ketika membahas mengenai sistem
pemerintahan maka akan erat kaitannya dengan pembagian
kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang

menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka

22 lmam Mahdi, Hukum Tatat Negara Indonesia (Perpustakaan Nasional,2011)h.
101-103

8 Moh. Kusnardi, dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti,
1983),h. 171
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menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita
nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, danikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial Lembaga negara dalam
menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar
tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan.dan
tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka
perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal
ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi
para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh
penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton
“power tends to corrupt, but absolute power corrupts
absolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung
menyalah-gunakan, tetapimanusia yang mempunyaikekuasaan
tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).?* Oleh karena itu,
kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak
disalahgunakan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering
di kenal dengan istilah “Trias Politica”. Konsep Trias Politica
dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), dimana
Trias Politica berasal dari bahasa Yunani “Tri” yang berarti tiga,

“As” yang berarti poros/pusat, dan “Politica” yang berarti

2 Widayati, Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h. 68-69
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kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu
ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara
terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif
dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-
undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan
undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang. Konsep Trias
Politica  adalah  suatu  prinsip  normatif = bahwa
kekuasaankekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada
orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan
oleh pihak yang berkuasa.? Artinya bahwa konsep Trias Politica
dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya L’esprit des lois
(The Spirit of Laws) menawarkan suatu konsep mengenai
kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan
yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang
sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling
mengimbangi satu sama lain (check and balaces), selain itu
harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi
pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan
melahirkan kesewenangwenangan. Ditinjau dari segi
pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga

pemerintah dapatdibedakankedalam 2 (dua) bagianyaitu:°.

%% Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2005), h. 152

26 Miriam Budiardjo, Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember
2016.h152-331
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1. Secara wvertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut
tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan
antara beberapa tingkat . pemerintahan misalnya antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara
kesatuan;.

2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut
fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan
pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif..

Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, juga
mengalami perubahan. Secara teoritis, perubahan tersebut
setidaktidaknya membawa perubahan struktural dan mekanisme
penyelenggaraan negara.”’” Penerapan Konsep Trias Politica
Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Atas Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
Konsep Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani yang artinya
Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica
dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3
(tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan
saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.
Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan
negaraharusada3 (tiga) jenis kekuasaanyaitu Legislatif, Eksekutif

danYudikatif, sebagaiberikut:.

%7 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukum Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), h. 87
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a. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) Kekuasaan Legislatif
(Legislative Power) adalah kekuasaan membuat undang-
undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus
terletah dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan
undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu,
maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang
mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.
Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi
yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan
rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap
sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk
menyusun undang-undang dan dinamakan “Legislatif”.
Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan
kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang
menegakkan hidup perumahan Negara sebagai alat yang
menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara.
Sebagai badan pembentuk undangundang, maka Legislatif itu
hanyalah berhak untuk mengadakan undangundang saja, tidak
boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang
itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan
untukmelaksanakan undang-undangadalah “Eksekutif”

b. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) Kekuasaan“Eksekutif”
adalah kekuasaan untuk melaksanakan undangundang.
Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh

Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan



45

sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh
karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan
(didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara
yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana
undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang
berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif..

c. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative
Powers) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman
(Yudicative Powers adalah kekuasaan yang berkewajiban
mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan
peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang
berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap
setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan
dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh
Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai
kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri,
karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang
mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak
menghukum  Kepala Negara, jika Kepala Negara
melanggarnya..

Dibawah ini adalah penerapan konsep Trias Politika dalam
system pemerintahan republik Indonesia berdasarkan
UndangUndangDasar Tahun1945:.

Sebelum Amandemen Berdasarkan uraian di atas dapat

dipahamibahwalembaga negara ataulembaga pemerintah dalam
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sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen ada 6 (enam)
yaitu : MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-
lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masingmasing.
berdasarkan konsep Trias Politica Montesquieu di mana adanya
pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif,
Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut,
masih di bagi lagi yaitu Kekuasaan Konsultatif dan Kekuasaan
Eksaminatif. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias
Politica dalam sistem pemerintahan republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum
amandementidak obsolut..

Sesudah Amandemen Sedangakan lembaga negara atau
lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, DPR, DPD,
Presiden, MPR DPR PRESIDEN MA DPA BPK UUD 1945
Legislatif Eksekutif Yudikatif Konsultatif Eksaminatif Trias
Politica BPK, MA dan MK Lembaga-lembaga tersebut memegang
kekuasaan negara masingmasing. Berdasarkan ajaran Trias
Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, maka dari ke 7 (tujuh) yaitu :
MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK apakah itu termasuk

didalamnya. Untukituakandilakukan dianalisis sebagaiberikut:
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1) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) Kekuasaan Legislatif,
adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia
berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun 1945 sesudah
amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga
lembaga inisudah.diuraikan dimuka.

2) Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) Kekuasaan Eksekutif
(Executive Power) adalah kekuasaan menlaksanakan undang-
undang. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen
adalah Presiden. Dasar hukum mengenai presiden ini sudah
diuraikandimuka..

3) Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan
kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-
undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya.
Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara,
menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-
undang yang telah diadakan dan dijalankan. Yudikatif di
Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 sebelum amandemenadalah MA dan MK..

4) Kekuasaan Eksaminatif Kekuasaan Eksaminatif adalah
kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangannegara. Kekuasaan

Eksaminatif di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-
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Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah BPK.
Untukmempermudah pemahaman.

Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politica
dalam sistem pemerintahan MPR DPR DPD MK BPK UUD 1945
Legislatif Eksekutif Yudikatif Eksaminatif Trias Politicarepublik
Indonesia Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak obsolut.
konsep Trias Politica Montesquieu diterapkan dalam sistem
pemerintahan republik Indonesia, namun penerapan konsep Trias
Politica tersebut tidak secara obsolut. Karena ternyata konsep
Trias Politica Montesquieu menyatakan bahwa pembagian
kekuasaan berdasarkan fungsi negara secara Legislatif, Eksekutif,
danYudikatif..

Amandemen Pasal2 UUD 1945 terkait dengan kewenangan
Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR) melahirkan
ketidakjelasan terkait dengan status hukum ketetapan (TAP)
MPR/MPRS dalam sistem hukum Indonesia. Putusan MPR itu
selama ini dinamakan ketetapan ataupun keputusan, tetapi
seharusnya di dalam peraturan perundang undangan dibedakan
antaraapaitukeputusandanapaitu peraturan, sebagaimana yang
disampaikan oleh Jimly Asshiddigie dalam bukunya ilmu Hukum
Tata Negara bahwa antara Regeling dan Beschikking merupakan
sesuatu hal yang berbeda. Sebuah peraturan (regeling) memiliki

ciri khas umum dan abstrak (general and abstract) sedangkan
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ketetapan atau keputusan (beschikking) bersifat individual dan
konkrit.?

Diantara keputusan dan ketetapan itu sndiri memiliki
perbedaan yang signifikan, jika ketetapan bersifat ke luar dan
kedalam, sedangkan keputusan bersifat internal. Atas dasar
pembedaan ini, sampai sekarang sudah tercatat banyak ketetapan
MPR. Disisi lain keputusan MPR hanya berkenaan dengan hal-hal
yang relative bersifat tetap. Banyaknya jumlah ketetapan MPR
yang mempunyai daya laku keluar dan kedalam sangat
dipengaruhi oleh suasana politik dan perkembangan kebutuhan
yang dirasakan oleh wakil rakyat di MPR. Masalahnya,
bagaimanakah akan memperlakukan keputusan dan ketetapan
MPR itu selanjutnya dalam konteks wacana mengenai penataan
kembali sumber tertib hukum dan bentuk serta susunan tata urut
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di masa
mendatang.?.

Setelah dilakukannya amandemen, MPR tidak lagi menjadi
lembaga Negara tertinggi. MPR menjadi lembaga yang setara
dengan lembaga tinggi Negara lainnya. UUD NRI Tahun 1945 kini
mengenal tujuh lembaga tinggi Negara yaitu MPR, DPR, DPD,
Presiden, MA, MK, dan Bada Pengelola keuangan (BPK) sert
lembaga tambahan lain yang bersifat independen seperti Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Maka, MPR tidak dikatakan lagi sebagai

28 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid 1 (Sekjen MK,
2006)h. 88 Lihat juga Jimly Asshiddigie perihal undang undangh.9
2 Jimly Asshiddgjie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,, h. 327-328
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penjelmaan dari kedulatanrakyat. Hal ini dikarenakan perubahan
kedudukan MPR diikuti dengan berubahnya Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 dari “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR” menjadi “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dandilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.bunyi
ayat baru ini menunjukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma
tertinggi penyelenggaraan suatu Negara, yang dimana MPR
dalam pelaksanaannya diatur di sana dan harus bisa
mencerminkan norma yang tertanam dalam UUD NRI Tahun
1945.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep
MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dihapus.3? MPR tidak
lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan
dilndonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagailembaga
legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-
undangan.3! Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai
lembaga perwakilan rakyat, karena susunan anggota MPR saat ini
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
Jika dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat maka MPR dapat digolongkan sebagailembaga parlemen.

Adapun dengan masih adanya kewenangan membuat Undang-

%0 Sofian Efendi, “Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan” (Pidato Dies Natalis
XVI1I Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta, 9 Oktober 2004), h.6.

%! Dahlan Thaib, “Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan
Ketiga UUD 1945” (Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum
Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia
(Ull), Yogyakarta, 9 oktober 2004), h.6
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Undang Dasar danmemberhentikan presiden, maka MPR
dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan. Dewan
Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat
didaerah. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 1
Ayat 2. UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini
mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi
negara dan tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan rakyat.
Perubahan tersebut menyebabkan wewenang MPR menjadi
sangat berkurang, sebab lembaga ini tidak lagi berhak
mengangkat presiden dan wakil presiden karena sudah dipilih
langsung. MPR juga tidak berhak memecat langsung presidendan
wakil presiden, karena harus ada wusulan dari DPR setelah
Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan
bahwa presiden danatauwakil presiden bersalah.32

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar tahun Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
dilakukannya amandemen terhadap pasal 2 Undang-Undang
Dasar 1945 terkait dengan kedudukan, tugas serta wewenang
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini tidak lagi
menjadi lembaga tertinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia.

%2 Sekretariat Jendral MPR RI, Buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun
1945 (JI. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270) h. 115-116.
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C. Teori Siyasah Dusturiyah
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang
dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai
aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.
Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau
penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri’ karena secara
definitive,tasyri’ adalah kata yang diambil dari lafazh
syariah yang artinya jalan yang lurus.

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di
dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh
siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh
hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prisip-
prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan
manusia serta memenuhi kebutuhannya.3

Secara terminologis, figh adalah pengetahuan tentang
hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili
(terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum serta mengatur
keadaan). Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan

demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah

** A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h.47
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ushul figh adalah al-maslahah yang sama dengan kata al-
manfa’ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Siyasah
diartikan lagi dengan politik sebagaimana uraian ayat-ayat
alquran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada
ayat-ayatyangberakarkatahukum

Figh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara
spesifik yang membahas tentang seluk beluk pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan
oleh pemegang kekuasaan yang bernapasakan atau sejalan
dengan ajaran islam,guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia dan menghindarkan nya dari berbagai dari
kemudoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,bernegara yang dijalaninya.3

Bagian dari Figh Siyasah salah-satunya ialah: Siyasah
Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal dalam kajian
pemikiran politik islam dan disiplin yang serumpun. Jika
semangat prinsip nilai-nilai islam dan semangat asas-asas
hukum positif yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara
otomotasi pula ruh perundang-undangan di Indonesia
mempunyai kompatibilitas dengan semangat yang dicita-

citakan.dalamislam.35Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat

% Abu Al-fadhl Ad-din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, Lisan Al-Arab,
Bairut: Dar Shadir, 1386/1968,h. 522; Lois Ma’ruf, Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-4 'tam,
Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986, h.591

% Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah
Disturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) h. 4.
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mengaturrakyatlebih dekat kepada kemaslahatan danlebihjauh
kerusakan, kendati pun tidak menetapkannya dan Allah tidak
menurunkanwahyuuntukmengaturnya.
2. Ruanglingkup dankajiansiyasah.dusturiyah

figh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yangsangat
luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin
inimeliputihal-hal berikut:3¢

a. Persoalan danruanglingkup pembahasan

b. Persoalanimamah, hak dan kewajibannya

c. Persoalanrakyat,statusnyadanhak-haknya

d. Persoalanbai’at

e. Persoalanwaliyul ahdi

=

Persoalan perwakilan

. Persoalanahlul halliwal aqdi

5 Q9

. Persoalanwizarah dan perbandingannya
Apabila dilihat dari sisi lain figh siyasah dusturiyah dapat

dibagi 4 bidang:

1) Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl
al-hall wa al’aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan
muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti
Undang-undang Dasar, Undang-undang, pertauran pelaksanaan,
peraturan daerah dan sebagainya.

2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah,

persoalan bai’ah, wuzarah, waliy al- ahdi, dan lain-lain.

%8 H.A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi(Jakarta: Kencana, 2003), ...h.47.
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3) Bidang siyasah gadha’iyah, termasuk didalamnya masala-
masalah peradilan.

4) Bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya masalah-
masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan
bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas
penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas
utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini:

a. Al-sulthah al-tasyri’iyyah, tugas menciptakan perundang-
undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk
melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan
legislatif.

Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk
melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atau nash-
nash Al-qur'an dan hadist. Interpretasi adalah usaha
negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya
tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi
adalah melakukan metode giyas suatu hukum yang ada
nash-nya, terhadap masalah yang berkembang
berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi
adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami
prinsip-prinsip syari’ah dan kehendak syar’i (Allah).

b. Al-sulthah al-tanfidziyah, tugas melaksanakan undang-
undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki

kekuasaan eksekutif. Disini negara memiliki kewenangan
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untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang
berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang
menyangkut dengan hubungan dengan negara lain
(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan
ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para
pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk
sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara
satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana
halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh
menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,
kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus
sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

. Al-sulthah al-gadha’iyah, tugas mempertahankan hukum
dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh
legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya
meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk
menyelesaikan perkara-perkara antara sesama warganya,
baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim
(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara
penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan
tugasnya, seperti pembuatan keputusanpolitik yang

merugikan dan melanggar kepetingan atau hak-hak rakyat
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serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM
rakyat).3”
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama Islam
yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-
firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya.
Karena Al-Qur’an diyakini berasal dari Allah dan teks-
teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus
mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur
Islam. 38
Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan
pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah

terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)

7 Muhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Kencana,
2014), h. 157-158.
%8 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah
tentang pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke-1, h.51.
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dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”3?

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek
kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilku
yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang
meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku
nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh
beberapa orang yang mengetahui langsung oleh beberapa
orang yang mengetahu langsung kejadiannya tersebut dan
disampaikan dari generasi sejak zaman Nabi hingga akhir
dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti
sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma’

Dalam hukum Islam, ijma’” merupakan suatu
keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang
baik demi kemaslahatan umat dengan musyawarah.
Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama,
mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di
dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang
tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta

musyawarah, maka ijma’ tersebut dinyatakan batal.40

% Depag Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Asy-syifa’ 1998), h. 69.
*0 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, h.55.
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d. Qiyas

Menurut bahasa berarti penyamaan, membandingkan

atau mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang
lain. Qiyas menurut para ulama wushul figh ialah
menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang
tidak ada dasar nash-nya dengan cara membandingkannya
dengan suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah
ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena terdapat
persamaan ‘illat antara kadua kejadian atau peristiwa itu.4!
Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering

di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat
kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang
tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima

sebagai hukum yang harus diperhatikan.42

“http://www.freedomsiana.id, diakses tanggal 01 agustus 2022 jam 22:11 WIB.
*2 A Djazuli, Figh Siyasah.. h. 53.
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BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945
Sejarah  lahirnya MPR dimulai sejak sebelum
kemerdekaan republic Indonesia sebagaimana diamanatkan
Pasal 1V aturan peralihan UUD 1945, dimana segala kekuasaan
dijalanakan spenuhnya oleh Presiden dengan bantuan Komite
Nasional.#3 Keinginan untuk membentuk MPR pertama kali
dicetuskan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945
dengan sila keempat pancasila sebagai dasar. Nilai yang
mendasari dibentuknya MPR ini antara lain nilai mufakat atau
demokrasi yang mengandung prinsip kebersamaan di dalam
Negara.#
Prinsip lain yang mendasari sistem permusyawartan
yakni peri kerakyatan, sebagaimana di sebutkan oleh Moh.
Yamin dalam sidang kedua BPUPKI
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang
ditetapkan denagan Undang-Undang;

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali

dalam lima tahun di ibu kota Negara;

43 Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945, sebelum
MPR dan DPR terbentuk, yang menjalankan fungsi legislative adalah KNIP.h. 15.
4 samsul Wahidin, MPR RI dari masa ke masa, Bina Aksara, Jakarta 1986, h.69
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3. Seluruh  pemerintah bersama-sama dengan Presiden
bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
dan

4. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tetapkan
suara terbanyak.

Melihat rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
kedudukan MPR menurut Moh. Yamin ialah lembga kekuasaan
tertinggi di Negara republik Indonesia yang terdiri dari
perwakilan politik (DPR), wakil daerah, dan wakil golongan yang
dipilih secara bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara
terbanyak. Maka dari itu, MPR menjadi representasi dari seluruh
lapisanmasyarakat selayaknya Badan perwakilan yang dimaksud
dalamkonsep ini.

Soepomo dalam rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 juga
mengemukakan ide yang hamper berupa. Beliau menggunakan
istilah Badan Permusyawaratan yang mendasarkan Indonesia
merdeka dengan prinsip musyawarah. Fungsi dari badan ini
antaralain...

1. Sebagai badan permusyawaratan dari rakyat yang akan
menetapkan garis-garis kebijaksanaan pemerintah di samping
kepalaNegara, dan

2. Sebagai pengawas dalam arti pasangan kepala Negara didalam
menyelenggarakan pemerintahan. Dengan kerjasama, kepala

Negara senantiasa mengetahui .aspirasi masyarakat
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serta .masalah-masalah yang timbul, terjelma .di
dalam badan permusyawaratan.

Nama badan permusyawaratan rakyat diubah menjadi
majelis permusyawaratan rakyat pada sidang tanggal 13 Juli 1945.
Perubahan ini merupakan salah satu wusulan dai Parada
Harahap,dimana penggunaan terminologi‘Badan’ dirasa janggal.
Terminologi‘Majelis’ lebih sesuai. Lebih lanjut, Sukiman memberi
tambahan masukan bahwa kedudukan MPR dan DPR dan
anggotanya dipilih oleh rakyat. Pendapat-pendapat ini pada
akhirnyamenjadirumusanPasal2UUD1945.

Rapat BPUPKI selanjutnya yakni pada tanggal 15 Juli 1945,
Soepomo mengusulkan sebuah rumusan: “Kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.” Sebagai bentuk penjelmaan seluruh
rakyat yang anggotanya terdiri atas seluruh rakya, wakil daerah,
dan wakil golongan, maka MPR berwenang memilih kepala
Negara (Presiden) dan wakil Presiden.®> Konsepsi MPR ini
kemudian diresmikan oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945,
bersamaan dengan disahkannya rancangan Undang-Undang
Dasar menjadi Undang-Undang Dasar yang disetujui secara bulat
olehseluruhanggotarapatyanghadir.

Seiring dengan berjalannya waktu, MPR mengalami
penyusutan kewenangan akibat diamandemennya UUD 1945

pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang terjadi

**Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
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aspek kedudukan, susunan,

keanggotaan, dan wewenang sebagaimana dirangkum dalam

table berikut:
UUD 1945 SEBELUM UUD 1945 SESUDAH
AMANDEMEN AMANDEMEN
Pasal1ayat.(2)

Kedaulatan di tangan rakyat

dandilakukansepenuhnya oleh

Kedaulatan berada di tangan

rakyat ~dan  dilaksanakan

MPR. menurut Undang-Undang
Dasar.
Implikasi: Implikasi:
MPR sebagai lembaga Negara | MPR sejajar dengan lembaga-
tertinggi. lembaga Negaralain.
SUSUNAN
Pasal 2ayat (1)

Anggota DPR ditambah utusan

daerah danutusangolongan.

Anggota DPRdananggota DPD

Implikasi:

Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota-
anggota DPR, ditambah dengan
utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan-aturan yang

ditetapkan dengan Undang-

Implikasi:

Majelis Permusyawaratan
Rakyat terdiri atas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan
Anggota Dewan Perwakilan
Daerah dan dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur

lebih lanjut dengan Undang-
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Undang

Undang

WEWENANG

- MPR menetapkan UUD .
dan  garis-garis  besar
haluanNegara (Pasal 3).

- Presiden dan  Wakil
Presiden  dipilih  oleh
Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan suara
terbanyak. {Pasal 6ayat(2)};

- Memberhentikan presiden

dan/atauWakil Presiden.

- Mengubah dan menetapkan
UUD {Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 37};

- Melantik Presiden dan/atau
wakil Presiden . {Pasal 3 ayat
@

- Memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatanyya
menurut UUD  setelah
melalui proses politik di
DPR dan proses hukum di
MK {Pasal3ayat.(3)}

- Memilih Wakil Presiden dari
dua calon yang diusulkan
oleh Presiden dalam hal
terjadi kekosongan Wakil
Presiden {Pasal8ayat.(2)}

Implikasi:

- Anggota DPR dipilih melalui
pemilihan umum dari calon
yang diusulkan partai politik
dan anggota DPR yang

Implikasi:

- Anggota DPR dipilihmelalui
pemilihan umum dari calon
yang diusulkan oleh partai

politik, dan
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diangkatdari ABRI, dan - Anggota DPD dipilih melaui
- Utusan daerah diangkat pemilihan umum dari calon
utusangolongan diangkat. perseorangan

Tabel 1 Perbandingan Susunan, Kedudukan, Susunan Keanggotaan, dan

Kewenangan MPR Sebelum.danSesudah.Amandemen UUD 1945

Beberapa aspek yang dapat dibandingkan, pertama adalah
kedudukan. Kedudukan MPR sebelum di lakukannya perubahan
UUD 1945 adalah sebagai lembaga Negara tertinggi, dimana MPR
merupakan penjelmaan seluruh rakyat (Vertretungsorgan des
Willens des Staatsvolkes) dan presentasi kedaulatan rakyat.4
Presiden harus menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR. Posisi
MPR sebagai lembaga Negara tertinggi. Menjadikan presiden
sebagai mandataris MPR yang harus menjalankan putusan-
putusan MPR supaya kedudukannya tidak mneben, tetapi
untergeordnet terhadap MPR.

Sebagai lembaga dibawah MPR, maka Presiden perlu
menyampaikan pertanggungjawabannya kepada MPR. Benyuk
pertanggungjawaban Presiden antara lain lewat melaporkan
pelaksanaan GBHN yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar
atau MPR dihadapan sidang umum MPR pada saat mengakhiri .
masa jabatannya. MPR dalam kewenangannya kemudian
memberikanevaluasipadalaporan penanggungjawaban tersebut,
dengan opsi MPR dapat menerima atau menolak laporan

pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan. Jika MPR menolak

“6 Sistem Pemerintahan Negara dalam penjelasan dalam Undang-Undang Dasar
Negara republic Indonesia Tahun 1945.
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pertanggungjawaban tersebut, MPR kembali memiliki dua
pilihan, yakni memberhentikan Presiden dari jabatannya atau
memerintahkan Presidenmerevisipertanggungjawabannya.

Jika diteliti lebih lanjut, sebetulnya keputusan untuk
memberhentikan Presiden dari jabatannya setelah pemberian
pertanggungjawaban tidak memiliki implikasi hukum apapun.
Hal ini dikarenakan masa jabatan Presiden telah berakhir setelah
disampaikannya laporan pertanggungjawaban. Jikapun
diperintahkan untuk merevisi laporan pertangguangjawaban,
maka secara de facto MPR telah memperpanjang masa jabatan
Presiden yang sudah semestinya berhenti dan ini menyalahi
lagitimasipolitik dalam suaturezim. Tindakan tersebut menyalahi
periodejabatan Presiden yang sebenarnya hanya 5 Tahun menjadi
lebih dari itu. Berkaca pada opsi-opsi diatas beserta implikasinya,
maka sistem pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan secara
tidak langsung mengerucutkan MPR untuk hanya bias menerima
sertamengesahkanlaporan pertanggungjawaban Presiden.

Konsep Presiden yang adalah mandataris dari MPR juga
diimplementasikan dalam jabatannya dimana presiden bisa
diberhentikan oleh MPR, contohnya rezim Presiden Soekarno dan
Presiden Abdurrahman Wahud.#” Kewenangan pemberhentian
ini diatur dalam ketetapan MPR tentang tatatertib dimana
disebutkan bahwa MPR dapat “mencabut mandate dan

memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila

*" Bagir Manan, 2003, Lembaga Kepresidenan, FH Ul Press, Yogyakarta,h. 106
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Presiden/mandataris sungguh melanggar haluan Negara
dan/atau UUD NRI Tahun 1945.” Tindakan ini cukup
mencerminkan sistem parlementer dimana MPR bertindak
sebagailembaga tertinggi..

Setelah dilakukannya.amandemen, MPR tidak lagi menjadi
lembaga Negara tertinggi. MPR menjadi lembaga yang setara
dengan lembaga tinggi Negara lainnya. UUD NRI Tahun 1945 kini
mngenal tujuh lembaga tinggi Negara yaitu MPR, DPR, DPD,
Presiden, MA, MK, dan Badan Pengelola Keuangan (BPK) serta
lembaga tambahan lain yang berisfat independen seperti Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Maka,MPR tidak. dikatakan lagi sebagai
penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan
perubahan kedudukan MPR diikuti dengan berubahnya bunyi
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dari “kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksnakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Bunyi ayat baru ini menunjukkan. UUD NRI Tahun 1945
sebagai norma tertinggi penyelenggaraan suatu Negara, yang
dimana MPR dalam pelaksanaannya diatur disana dan harus bisa
mencerminkan norma yang tertanam dalam UUD NRI Tahun
1945.

Posisinya setara dengan Presiden membuat MPR tidak lagi
menjadi mandataris dari Presiden. Presiden tidak lagi
bertanggungjawab kepada MPR dikarenakan posisinya yang
setara.dan metode pemilihan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR

melainkan langsung olehrakyat. Paradigm kedaulatanrakyat pun
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berubah dalam konsep pelaksanaan jabatan Presiden, dimana
dulu MPR yang dianggap mempresentasikan seluruh rakyat
menjadi sah untuk memilih kepala Negara. Namun pengertian
kedaulatan rakyat berpindah dari perwakilan MPR menjadi
Presiden tidak perlu memberi laporan pertanggungjawabannya
kepada MPR karena Presiden bertanggungjawab . pada rakyat
yangmemilihnya..

Kedua, yaitususunan dan pengisian keanggotaan dari MPR.
Susuna keanggotaan MPR sebelum amandemen terdiri dari DPR.
ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam
MPR diharapkan dapat menjadi justifikasi cerminan penjelmaan
rakyatkarena mampumempresentasikansemuakepentingan dari
seluruh lapis masyarakat. Ketiga wunsur ini memiliki
keterwakilannya masing-masing. DPR didasari oleh prosedur
perwakilan. politik yang dimana tugasnya.adalah membawah isu-
isunasional dan bertindak untuk kepentingan nasional. Maka dari
keberadaan DPR yang . mempresntasikan kepentingan nasional,
Utusan Daerah ada untuk membawa kepentingan daerah yang
didasari oleh prosedur perwakilan daerah. Hal ini untuk
menyimbangi focus kerja dari MPR sebgai penjelmaan seluruh
rakyat supaya tidak serta merta hanya focus pada masalah dan

kepentingannasional.
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Utusan Golongan dalam konsepsi sebelum amandemen
didasari oleh prosedur perwakilan fungsional dimana Utusan
Golongan mencerminkan demokrasi ekonomi dan membawa
kepentingan golongan ekonomi. Utusan Golongan lahir dari
kebutuhan akan aspirasi dari golongan yang tidak dapat
ditampung oleh DPR selaku lembaga perwakilan dan juga agar
keterkaitan kultural, historis, ekonomi dan politik antara agama
dan golongan tercermin dalam sistem keterwakilan yang.ada. Hal
ini sesuai dengan hakikat MPR sebagai perwujudan kedaulatan
rakyat dan sebagai dan sebagai penjelmaan rakyat sebelum
amandemen, dmanaterdapattigaunsur keanggotaan, yaitu:

i. Anggota lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui
proses politik yang melibatkan partai politik berdasarkan
prinsip perwakilan politik dan demokrasi politik;

ii. Utusan-utusan daerah yang mencerminkan prinsip perwakilan
daerah (regional representation) yang sangat penting dalam
upayamenjamin persatuan bangsa dankesatuanNegara;dan

iii. Utusan-utusan golongan fungsional yang dapat menutupi
kelemahan sistem rekruitmen politik berdasarkan peinsip
perwakilan politik melalui peranan partai politik.48

Ketiganya dimaksudkan wuntuk menjamin agar
kepentinganseluruhrakyatyang berdaulat benar-benar tercermin
dalam keanggotaan MPR sehingga lembaga yang mempunyai

kedudukan tertinggi tersebut sah disebut sebagai penjerlmaan

*8 Jimly Asshiddigie, perkembangan. ..., h. 145.
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kedaulatan rakyat. Sayangnya, para penggagas dan perancang
Undang-Undang Dasar kurang memperhitungkan kesulitan
menentukan golongan yang semestinya di wakili cara-cara
memasukkan mereka sebagai wakil di MPR. Di uni soviet dan
Negara yang menggunakan sistem yang sama, golongan pekerja
digabung dalam satu partai pekerja yaitu partai komunis atau
nama lain dalam landasan Marxisme-Leninisme. Dengan
demikian ada wadah politik sebagai salurannya, sedangkan
golongan menurut UUD 1945 tersebar-sebar menurut masing-
masing kepentingan seperti buruh, petni dan pedagang.4’ Terjadi
pergeseran paham kedaulatan rakyat yang dianut dalam naskah
asli UUD 1945 dan setelah amandemen MPR dinilai kurang
mempersentasikan seluruh rakyat dikarenakan: (1) praktik
pengisian kursi Utusan Golongan yang pada praktiknya sulit
ditentukan golongan mana yang diwakili, dan (2) posisinya yang
dipilih oleh Presiden sehingga besar ptensinya bahwa yang
terpilih hanya mewakili. kepentingan golongan tertentu. Alasan
penghapusan ini menurut Bagir Manan lebih didorong alasan
pragmatis, dibandingkan denganalasan konseptual.>
Pergeseran makna ini mengakibatkan adanya wurgensi
untuk mengisi posisi MPR lewat pemilihan umum. Hal ini
diwujudkan lewat dihilangkannya Utusan Golongan dan Utusan
Daerah yang diakomodasi DPD yang adalah lembaga
sebagaimana DPR. Tenyunya hal ini berdampak kepada

“9 Bagir Manan, 2000, Teori dan Politik Konstitusi, FH Ul Press, Yogyakarta, h.56.
%0 Bagir Manan, Teori..., h. 74.
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keterwakilan yang ada di MPR. MPR yang diharapkan oleh
founding people kita sebagai rumah yang terdiri dari seluruh rakyat
Indonesia,dengan hilangnya Utusan Golongan menjadi rumah
yang tidak refresentatif lagi. Pada mulanya, Utusan Golongan
hanya ditafsir oleh para perancang Undang-Undang Dasar
denagan pengertian golongan-golongan ekonomi seperti gerakan
koperasi, yang dianggap sebagai cerminan kedaulatan rakyat
dibidang ekonomi atau demokrasi ekonomi. Asumsinya adalah
bahwa kepentingan seluruh rakyat tidak cukup hanya diwakili
secarapolitik melalui pemilihan umum yang mengutamakan
peran pasrtai politik, selain partai politik dalam masyarakat ada
juga kelompok, perkumpulan dan gerakan ekonomi yang lebih
mencerminkanberdaulattidaknyarakyatdibidang ekonomi.

Hal ini merimbas kepada peran perempuan yang tidak
dapat menyuarakan kepentingannya keluar rumah seperti
kebidang politik di parlemen. Walaupun dalam praktiknya
sekarang, ada tindakan yang dilakukan pemerintah dengan cara
memberikan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam
politik di parlemen. Namun berdasarkan data dari Badab Pusat
Statistik Tahun 2010-2017, keterlibatan perempuan di parlemen
hanya sebesar 17,49%.5! Tentunya hal ini terjadi dikarenakan
peran partai politik yang kurang mengakomodasi kepentingan

dan peran perempuan dalam parlemen. Padahal kepentingan

51 Badan Pusat Statistik “Keterlibatan Perempuan di Parlemen menurut Provinsi”,
BPS.go.id, diakses dari hhtps://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-
keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html pada tanggal 1
juni 2022 pk 11.14.
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perempuan sangatlah banyak, sehingga sangat perlu kepentingan
tersebut.diakomodasioleh suatu perwakilan.

Dengan  diakomodasikan  kepentingan = Golongan
Fungsional ini, dapat mengembalikan kembali representatif
sempurna yang ada di MPR sebagai rumah rakyat dan nantinya
akan terjadi mekanisme cheks and balances antara kepentingan
nasional yang dibawa oleh DPR, kepentingan daerah yang
dibawah oleh DPD dan kepentingan golongan fungsional yang
dibaa oleh Utusan Golongan. Hal ini sesuai dengan makna
demokrasi partisipatoris, dimana demokrasi yang menekankan
partisipasi seluruh warga Negara tersebut diikut sertakan dalam
hal pengambilan keputusan yang bersifat mendasar.>? Dengan
masuknya kepentingan dan turut serta golongan fungsional
tersebut ke dalam MPR, MPR betul-betul menjadi representative
yang tidak hanya dimiliki oleh elit politik semata. Dengan
komposisinya yang representatif, tentunya MPR dapat membuat
produkhukumyang mengatasnamakan seluruhrakyatIndonesia.
Tentunya hal ini dapat memperkuat struktur kelembagaan MPR
sendiri yang pada status a quo terdiri dari DPR dan DPD dengan
masuknyakembali kepentingan golongan fungsional tersebut..

Salah satu pertimbangan untuk mempertahankan
keberadaan MPR adalah pemikiran bahwa menghilangkan MPR
sama saja menghilangkan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

%2 gaifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, FH UlI Press, Yogyakarta,h.33.
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Prinsip permusyawaratan dia anggap tercermin dalam

kelembagaan DPR.» Secara kelembagaan, MPR sbenarnya

merupakan lembaga tinggi Negara yang beridir sendiri bukan

karena sebagai suatu forum perlemen sebagaimana congress di

Amerika Serikat.

Kewenangan yang berubah dari sebelum dan sesudah
amandemen berkaca padasusunan dan kedudukan MPR sebelum
amandemen, MPR berwenang menetapkan UUD dan GBHN,
memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara
terbanyak, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika
terbukti melakukan pelanggaran. Kewenangan MPR setelah
amandemen bergeser menjadisebagai berikut.>*

1. MenurutPasal3ayat (1) UUDNRITahun1945, MPR berwenang
mengubah dan menetpakan UUD. Walaupun Pasal ini terlihat
penting karena mengubah dan menetapkan UUD, tetapi hanya
dilakukan secara incidental, bukan tugas yang setiap waktu
harus dilakukan karena mengubah konstitusi lain halnya
dengan menubah Undang-Undang yang prosesnya lebih cepat.
Fungsiiniseperti fungsiyang dilakukan oleh konstituante pada
masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-
Undang Dasar Sementara1950.

2. MPR sudah tidak memegang kewenangan yang sangat penting

dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dengan tidak adanya

% Jimly Asshiddigie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UlI Press, Yogyakarta,h.13.

> Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam parlemen
Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 176-177.
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kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,
sebagaimana dijelaskan padaPasal 6A danPasal22EUUD1945.

3. Dalam hal impeachment, menurut Pasal 7A dan 7B perubahan
ketiga UUD 1945, inijuga merupakan kejadian yang tidak selalu
terjadi. Dalam sejarah ketatanegaraan dan politik diberbagai
Negara, tidak setiap Tahun Presiden . diberhentikan oleh
parlemennya (dalam konteks Indonesia, oleh MPR). Dan dalam
hal ini MK yang memeriksa dan memutuskan dari gugatan
yang diajukan oleh DPR. Sehingga, untuk memberikan
kepastian hukum dan kebiwaan dari lembaga hukum
(Mahkama Konstitusi), MPR sebaiknya hanya mengeksekusi
puutusan yang telah dijatuhkan oleh MK, lewat penetapan
penurunannyadalamsidang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR dari tahun 1960
sampaidengantahun2002, didalam perubahan keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1
Aturan Tambahan, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan
terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidnang MPR Tahun
2003. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis
Permusyawartan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

membawa pula akibat yang cukup mendasar tentang kedudukan,
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tugas, wewenang lembaga-lembaga Negara dan lembaga
pemerintahan yang ada, serta status berbagai aturan hukum yang
selama ini berlaku dalam penyelenggaraan negara.perubahan
kedudukan, tugas dan wewenang MPR menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
diubah yang telah menghilangkan kewenangan MPR untuk
membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke
luar,seperti membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN).
Karena MPR tidak lagi membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh
Presiden maka Presidenlah yang mempersiapkan program
kerjanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Pasal 6A Undang-Undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat, sehingga Presiden tidak lagi mempunyai kewajiban untuk
bertanggungjawab kepada MPR. Perubahan kewenangan MPR
dalam hal pemebentukan ketetapan MPR yang berlaku ke luar
membawa pula akibat perubahan pada kedudukan dan status
hukum ketetapan MPRS dalam tata susunan (hierarki) Peraturan
Perundang-Undangan Republik Indonesia. Dalam masa transisi
berlaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa berlakunya Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah
perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian” terhadap

segala perubahan yang terjadi, dalam sidang tahunan MPR Tahun
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2003, sebagaimana tugas yang di amatkan oleh Pasal 1 Aturan
Tambahan, Pasal 1 dan Pasal 1l Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia.Tahun 1945 maka MPR
membentuk sebuah ketetapan yaitu ketetapan MPR RI Nomor
1/MPR /2003 yang berisi peninjauan terhadap materi dan status
hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960
sampaidengan tahun2002.

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal
10 Agustus 2002. Namun pada saat itu terdapat sejumlah
Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang secara hukum masih
berlaku. Ketetpan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum
masih berlaku tersebut,kadang-kadang scara nyata tetap menjadi
pedoman bagi masyarakat atau pun bagi pejabat dalam
membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam
rangka menyelenggrakan pemerintahan negara. Selain itu
terdapat juga Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih
diinginkan masyrakatluasuntuk dipertahankan eksistensinya.

. Kedudukan MPR Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah

Norma hukum memainkan peranan dalam hubungan
kehidupan kenegaraan maupun bermasyarakat, seperti Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum

tertulis untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang
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akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan
lain yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Artinya peraturan perundang-
undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 baik dari aspek prosedurnya
maupun dalam hal materi muatan yang tidak dapat bertentangan
dengan materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Adapun kelompok hierarki norma hukum
dilndonesia®®:
1. Pancasila (Pembukaan UUD1945)
2. Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat(Ketetapan MPR), dan konvensasiketatanegaraan

3. Undang-Undang
4. PeraturanPelaksanadanPeraturan Otonom

Peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum
merupakan bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah
hierarki merupakan peraturan perundang-undangandimulaidan
di latarbelakangi dari Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tetrib hukum
Republik Indonesia dan tata wurutan perundang-undangan
Republik Indonesia. Setelah reformasi, berdasarkan ketetapan
MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan Tata

Urutan Perundang-undangan jenis peraturan perundang-

% Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekrtariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,2006,h.171.
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undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang
selanjutnya berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang ini merupakan aturan formal yang secara garis
besar memuat tiga bagian, yaitu Tata Urutan Perundang-
undangan dan materi muatan perundangan, pembentukan
peraturan perundang-undangan . dan teknis perundang-
undangan. Pembaharuan hierarki peraturan perundang-
undangan tidak hanya berhenti pada UU Nomor 10 Tahun 2004,
pada 12 Agustus2011.UU Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan tidak
berlaku dengan munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan.>

Adapun tata susunan . peraturan perundang-undangan
berdasarkan Pasal7 ayat (1) UU Nomor12Tahun2011adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsidan

N S O ke

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

% Riri Nazria, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di masa
Depan, (Yogyakarta: FH Ull Press 2007), h.299.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam
lembaga negara baik dari lembaga negara tertinggi hingga
lembaga tinggi negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang
demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai
perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip
demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya.
Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Presiden dibantu
oleh sebuah badan yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
yangtercantum padaparaturandalam UUD terkaitdalam Pasal IV
tentangaturan peralihan UUD.NRI1945 berbunyi:

“sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung di

bentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala

kekusaanya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan oleh

Komite Nasional.”.

Sesuai dengan ketentuan dalamaturan pemerintah Pasal IV
UUD 1945 tersebut, maka dibentuk Komite Nasional yang
tugasnya membantu pekerjaan Presiden. Keanggotaan Komite
Nasional Indonesia Pusat sendiri di ambil dari beberapa anggota
dari PPKI. Komite Nasional Indonesia Pusatini diakuimerupakan
cikal badan dari legislatif Indonesia. Mengingat pada awal
kemerdekaan keadaan dan situasi negara Indonesia padasaat itu

belum begitu.



80

aman dan melihat dari Pasal IV aturan peralihan UUD 1945

ditentukan dalam keputusanbaru.>”

Apabila dilihat dari sisi lain . Figh Siyasah Dusturiyah dapat
dibagikepada:

1. Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl
al-hall wa al ‘aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan
muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti
Undang-Undang Daasar, Undang-Undang, peraturan
pelaksanaan, peraturan daerah dansebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalaan
imamah, persoalan bai’ah, wuzarah, waliy al-ahdi danlain-lain.

3. Bidang siyasah gqadha’iyah, termasuk di dalamnya masalah-
masalah peradilan.

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-
masalah administratif dan kepegawaian.

Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat, dan
salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Hal ini
dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan
personal-personalnyamerupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih

olehrakyatdalam pemilu, dansalahsatu tugasnyaadalahmemilih

%" 'Yusmaliana dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia, (Malang: Setara
Press,2016),h. 45-49.
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Presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan),
namundaribeberapa segilainbahwa MPR tidak identik.58
Lembaga perwakilan Islam termanifestasikan dalam ahlul
halli wal aqdi. Sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia
lembaga perwakilan diwujudkan dalam bingkai Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Namun pasca Perubahan Ketiga UUD
1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan
fundamental terkait kelembagaan MPR. MPR sebelumnya
ditempatkan sebagai lembaga tertinggi yang memegang
kedaulatan rakyat, kini kedudukannya sejajar dengan lembaga
negara lain yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 3
UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. The Third amandment
reduces the authority of the MPR, yang tidak relevan dengan
sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui konstruksi ahlul halli wal aqdi dalam tradisi
Islam, konstruksi MPR di Indonesia sebelum dan sesudah
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, rekonstruksi ahlul halli wal aqdi dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia kaitannya denganrelevansi kedudukan
MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, dan implikasi rekonstruksi ahlul halli wal
aqdi di Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR

pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

%8 Suyuti Pulungan, Figh siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,2002) h. 67.
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Indonesia tahun 1945 terhadap sistem politik ketatanegaraan

Indonesia. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan

(library reseacrh) dengan menggunakan pendekatan filosofis,

normatif dan sosiologis. Ini menunjukkan kedudukan MPR pasca

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 tidak relevan dengan sistem politik ketatanegaraan

Indonesiayangdilihatdaritigafaktor:.

1. kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945 masih sangat
besar;

2. terdapat distribusi kekuasaan dari MPR kepada lembaga
negaralain;

3. menyebabkan biassistem pewakilan..

Namun, secara filosofis didapati bahwa terdapat kesamaan
konsep antara ahlul halli wal agqdi dengan MPR sebelum
amandemen. Maka perlu ada rekonstruksi ahlul halli wal aqdi di
Indonesia yang mengarah pada rekonstruksi MPR menjadi
lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Reposisi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakibatkan
keberadaan MPR menjadi tawar dan mandul, termasuk produk
hukumyangdihasilkanseperti Ketetapan MPR.

ketentuan Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/20005

Mengingat MPR selama ini telah banyak mengeluarkan

* Tap MPR No. IlI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
PerundangUndangan adalah: 1) Undang-Undang Dasar, 2) Ketetapan MPR, 3) UU, 4)
Perpu, 5) PP, 6) Kepres, dan 7) Perda. Lihat: Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan
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produknya yang mengatur masalah ketatanegaraan dalam bentuk
Ketetapanketetapan. Menurut hierarki ketentuan perundang-
undangan, hasil produk MPR menempati urutan kedua setelah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kenyataan ini melahirkan permasalahan tentang keberadaan
ketetapan-ketetapan itu setelah lembaga MPR bukan lagi sebagai
Lembaga Tertingginegara, bahkan bila nanti dihilangkan.,
Berbeda dengan problematika reposisi kedudukan MPR
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara fundamental
berdampak kepada sistem politik Indonesia, dalam Islam dikenal
jugabadan perwakilan yang posisinyasamadengan MPR sebelum
amandemen. Secara filosofis, badan perwakilan dalam sistem
pemerintahan Islam yang termanifestasikan dalam lembaga ahlul
halli wal agdi dan badan perwakilan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia mempunyai prinsip yang sama. Prinsip itu adalah
prinsip musyawarah yang didasarkan pada nilai-nilai mufakat
dandemokrasi. Hal tersebut bisa dilihat dari sejarah pembentukan
kedua lembaga tersebut. Selain itu, persamaan kedua lembaga
tersebut terletak pada cita-cita pembentukannya. Baik ahlul halli
wal agdi maupun MPR sama-sama menjadi penampung aspirasi
rakyat dan pemegang tertinggi dari kedaulatanrakyat. Iniartinya,
kedua lembaga tersebut mempunyai kekuasaan penuh terhadap

suara dan aspirasi dari rakyat. Pada sistem pemerintahan Islam,

Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan
MPRRI, h.143

% Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945:
Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPRRI, h. 143.
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ahlul halli wal aqdi memegang peranan yang penting sebagai
otoritas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Posisinya sebagai
lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara
tidak serta merta menjadikan ahlul halli wal aqdi sebagai lembaga
yang otoriter. Sejatinya, di dalam Islam pun mengenal adanya
teori trias politik yang dikenal dicetuskan oleh Montesquieu.
Konsep trias politica ini tidak bertentangan dengan Fikih
Siyasah,®! di mana implementasinya dapat dilihat pada masa
Khulafaur rasyidin. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab
bahkan dibentuk suatu undang-undang untuk mengatur perihal
pembagian kekuasaandalam pemerintahanIslam.

Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, susunan keanggotaan
ahlul halli wal aqdi dan MPR juga berasal dari berbagai kalangan.
Sebab, kedua lembaga ini mewakili masyarakat yang majemuk.
Menurut an-Nawawi, ahlul halli wal aqdi terdiri dari para ulama,
pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk
memimpin dan mewakili kepentingan umat. Berbeda dari an-
Nawawi, Rasyid Ridha.? menyebutkan bahwa Muhammad
Abduh justru menyamakan ahlul halli wal aqdi dengan ulil amri
yang dimaknai sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan
keahlian yang ada dalam masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan
ahlul halli wal aqdi, dilihat dari segi kedudukan dan keanggotaan,

secara normatif kedudukan dan keanggotaan MPR sebelum

%! Nidia Zuraya, “Fikih Siyasah, www.republika.co.id., diakses 01 Juni 2020.

%2 Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan
Prospek dalam Proses Politik Terkini”, Jurnal politik Islam Indonesia: Indonesia Political
Science Review, Vol. I, no2(2016), h. 178.
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amandemen sudah mencerminkan Indonesia yang plural dengan
susunan keanggotaan yang diambil tidak hanya perwakilan
politik melainkan dari perwakilan daerah dan golongan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Naskah asli. Di
Indonesia praktik penerapan peran dan fungsi ahlul halli wal aqdi
bahkan sudah dimulai pada era sebelum kemerdekaan.
Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
yang diketuaioleh Soekarno dibantu oleh Muhammad Hatta serta
beranggotakan dua puluh satu orang yang berpengaruh dapat
disetarakan dengan peran dan fungsi ahlul halli wal aqdi. Sebab
sebagaimana ahlul halli wal aqdi dalam sistem pemerintahan
Islam, PPKIjugamenerapkanpolapemilihan pemimpin.

Abdul Khaliq Ahmad, seorang pakar dari PKB®
menyatakanbahwa:

“Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 harus menyerap sebanyak mungkin

aspirasi rakyat. Hal ini menjadi penting mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 sebagai Konstitusi bangsa ini, merupakan cerminan

kehendak dan perjuanganrakyatIndonesia.”.

Senada dengan Abdul Khaliq Ahmad, Theo Sambuaga
(Golkar) jugamengungkapkan:.

% Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 “Antara Mitos dan Pembongkaran” h.
223.
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“Kita harus memaksimalkan rapat-rapat dengar-pendapat
dengan masyarakat. Rapat-rapat konsultasi provinsi juga
harus dioptimalkan untuk mendengar apa kehendak
rakyat. Kita tidak boleh membatasi rapat-rapat.(kita) hanya
pada masalah-masalah prosedural atau teknis. Setelah
mendengar pendapat masyarakat, barulah proses

pembuatanrancanagan (amandemen)inibisadimulai.”

Melihat penjelasan di atas, rekonstruksi kedudukan MPR
pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 merupakan suatu keniscayaan.
Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sejalan dengan gagasan
rekonstruksi ahlul halli wal agdi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR pasca
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun1945ialah:

Salah satu fungsi yang dijalankan MPR berkaitan dengan
legislasi ialah menyangkut pengubahan dan penetapan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam
sebuah proses pembuatan konstitusi (mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945),
kepentingan-kepentingan politik adalah sebuah keniscayaan.
Terlebih apabila badan pembuat konstitusi adalah sebuah
lembaga legislatif yang merepresentasikan kepentingan partai
politik. Elster memandang bahwa badan pembuat konstitusi yang

bekerja sebagai parlemen akan memiliki kepentingan-
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kepentingan politik yang akan memengaruhi hasil akhir
pembuatan konstitusi yang bersangkutan. Di mana kewenangan
sebagai lembaga atau badan pembuat konstitusi dipegang oleh
MPR®% sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun1945.

Menurut Syafi“i Ma“arif, amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diserahkan ke
tangan para ahli yang benar-benar memahami masalah hukum
menyangkut bentuk pemerintahan dan berbagai soal lain yang
berkenaan dengan itu. Bahkan Forum Rembuk Nasional
beranggapan bahwa akan terlalu riskan bila otoritas penuh
diberikan kepada MPR untuk mengamandemen konstitusi
mengingatsaatini MPR kental dengan nuansa politik.

Sejatinya ahlul halli wal aqdi dalam sistem ketatanegaraan
Islam dikonstruksikan sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi
karenamemegang kedaulatanrakyatsecara penuh. Ahlulhalliwal
aqdi didasarkan pada prinsip mufakat dan demokrasi. Dengan
otoritas tertinggi, ahlul halli wal agdi mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang mengenai hal-hal ihwal seperti memantau khalifah
pada urusan kenegaraan maupun kemaslahatan umat yang
berhubungan  dengan  moralitas  khalifah. = Susunan
keanggotaannya yang tidak hanya dari para ulama, namun diisi
oleh kaum profesional dengan latar belakang keilmuan yang

berbedayang memperolehlegitimasiumat.

o4 “Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar”. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 Pasca Perubahan
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Sedangkan konstruksi MPR dalam sistem ketatanegaraan
Indoenesia dibedakan atas MPR sebelum amandemen dan MPR
sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR dikonsepsikan
sebagai lembaga tertinggi negara yang berdasarkan nilainilai
mufakatdan demokrasi. Sebagailembaga tertinggi negara, fungsi,
256 tugas dan wewenang MPR menyangkut hal-hal fundamental
seperti menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta
menetapkan GBHN. Keanggotaannya pun terdiri dari anggota
DPR, utusan daerah, utusan golongan, dan ABRI. Setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, MPR direposisi kedudukannya menjadi lembaga
tinggi negara dengan tugas dan wewenangnya yaitu mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta
melakukan prosedur impeachment Presiden. Sementara
keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.
Fungsi, tugas dan wewenang MPR seperti lembaga tertinggi
negara, terjadinya distribusi kekuasaan dari MPR kepadalembaga
negaralain, bias sistem badan perwakilan yang dianutIndonesia..

MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan sistem politik
ketatanegaraan Indonesia. Sehingga harus dilakukan rekonstruksi

kedudukan MPR untuk mengembalikan kedudukannnya sebagai
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lembaga tertinggi negara. Di dalam Islam mengarah pada
rekonstruksi ahlul halli wal aqdi sebagai gerak kontekstualisasi
Fikih Siyasah di Indonesia. Sedangkan mengenai implikasi adanya
rekonstruksi ahlul halli wal aqdi di Indonesia berkaitan dengan
relevansi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap sistem
politik ketatanegaraan 257 Indonesia, maka ada beberapahal yang
menjadi pertimbangan penulis, yakni: Prinsip Check and Balances,
Prinsip Demokrasi, dan Penguatan Sistem Pemerintahan

Presidensial.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang peneliti bahas dalam bab-
bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai
berikut

1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu
lembaga negara ysang anggotanya terdiri dari DPR dan
DPD. Pasal yang mengatur MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Sedangkan
kedudukan MPR sebelum amendemen vyaitu MPR
merupakan lembaga negara tertinggi, setelah MPR
diamandemenkan maka kedudukan MPR sama dengan
lembaga-lembaga lainnya.

2. Berdasarkan pandangan Siyasah Dusturiyah Kedudukan
MPR dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip
kedudukan manusia dibumi, prinsip kekuasaan sebagai
amanah, prinsip mamahami tugas sebagai kedaulatan
rakyat. Tidak boleh bagi seorang muslim maupun
nonmuslim melanggar peraturan negara terkait menjalankan
kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat.

B. Saran
Rekonstruksi MPR harus dibarengi dengan penerapan

nilai-nilai positif keberadaan MPR sebagai lembaga yang dicita-

90
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citakan para pendiri bangsa. Sebagai lembaga tertinggi guna
menutup tindak kesewenangwenangan maka diperlukan juga
regulasi yang mengatur MPR secara lebih spesifik dengan

membentuk Undang-Undang MPR tersendiri.
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NAMA : Sapna Sasmita
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Judul Skripsi :  Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)
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Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di

Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapna Sasmita

NIM : 1811150005

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah
Dusturiyah)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan
sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan
untuk mengeluarkankan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap

2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)

4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Ka. Prodi Mahasjswa

Sapna Sasmita




102

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
“Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)” yang disusun oleh :

Nama : Sapna Sasmita
NIM : 1811150005
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jymak

Tanggal : 03 ~duni - 902% ;

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 03 Jun! 2998

0% Zuikaidah 1442 H
Tim Penguji

Penguji I
(Drs. H. Tasri, MA)
NIP : 196208211996031002

Mengetahui
Kaprodi Hukum Tata Negara

ah M.Sos

I Sos.
NIP :199303p12019031005
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